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BUPATI SIMALUNGUN

PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

-

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan Kepala SKPD kepada Bupat Simalungun tentang Perubahan Penjabarar
APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2019, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan dim ksud,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupau

Simalungun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupat Simalungun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaras

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019

' ays ang- ¢ asar Negara Republik Indonesia Tahun 19 45,
Mengingat - 1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negare pu

o

¢ \ 11 ‘ahupaten dalaln
Undane-Undang Darurat Nomor = Tahun 1936 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Rabuy !
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Linokungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19501
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L"nd;mg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negars Republil
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonc.s;ia Noh‘xor 4286); Bare Republix Indonesia Tanun 2007
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pcngel‘olaan dan Tanggungjawab K _
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Ncgafi?r:i:;;i‘v [:j(u&ng:cn' .:r‘é,:gara
Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionalh (Lc'):;mf W-Jvu,.,
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Re I il

publik Indonesia Nomor 44211:
Undang ‘

- \{ 3 - 1
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang_Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 4438);

UndangtUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenteng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; .
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
D011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); .
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Peraturan Pemerintah : e
i Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Daerah (Lembaran Negar:
Nomor 604 1);
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[ Peraturan Pemernntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrastif Pimpinan dan Anggota Dewan
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Perwakilan Rakyvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Neg
Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Daerah .I\‘al)up;ucn Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 seri D Nomor 7);

Peraturan Dacrah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 4 seri D Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

ara

Daerah Kabupaten Smmalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Simalungun pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017
Nomor 1 ser1 D Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
2017 Nomor 35 ser1 D Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 8 Seri D
Nomor 8);

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dakam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Dacrah tentang Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
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24, Peraturan Menteri Dalaan Neperi Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntans: Pemenmtal Berbas

Akrual pada Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 14205),

Peraturan Menteri Daliam Negeri Nomor 3% Tahun 2018 tentang Pedoman Penvusunan Angearan Pendapatan dan

Belanga Daerah Tahun Angparan 2019 (Berita Negara Repubhik Indonesia Tahun 20 1T# Nothor 701}

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubhik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegratan Pembangunan Sarana

dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyvarakat di Kelurahan (Bernita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019

Nomor 139).
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 35
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

TAHUN ANGGARAN 2019.

Menetapkan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Simaluneun Tabun

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 381), diubah sebagan berikut -

1. Ketentuan Pasal 1 avat (1) huruf b, ayat (2) huruf a angka 1), 5) dan 6) dan huruf b angka 1), 2) dan 3) serta avat (3) angka 1 dan 2
diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
(1) Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 143.509.084 000,00
b. Dana Perimbangan Rp. 1.721.214.366.000.00
¢ Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. D27 697 30 000,00
Jumlah Pendapatan . Rp 2.442.421.380.000,00
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() Dsedanga
o Belanja Tidak Langsung
). Belanja Pegawai
2). Belanja Bunga
3). Belanja Hibah
4). Belanja Bantuan Sosial

5). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/ Kota/ Pemerintahan Desa dan
Partai Politik

0). Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung
1). Belanja Pegawai
2). Belanja Barang dan Jasa

3). Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus /(Defisit)

(3) Pembiavaan Daerah
a. Penerimaan Pembiavaan Daerah
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

. | . ) L
Sebhelumniva .

B s i —

ey

Rp. 1.609.480.532.528,00

Rp. 1.117.615.080.657,00
Rp. 9.925.861.729,00
Rp. 24.563.100.000,00
Rp. 5.000.000.000,00
Rp. 440.035.929.300,00
Rp. 12.340.560.812,60
Rp. 16.371.395.600,00
Rp. 438.239.944.070,00
Rp. 381.629.458.078,00

Rp. 836.240.797.748,00
Rp. 2.445.721.330.276,00

Rp. (3.299.950.276,00)

20.014.635.770,00
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Pasal 2
Kinpkasan Penjabaran AP

sebaginmianag ik

alam Pasid | oreccantom dalaom Lavnpivan | Perituran Bupati ing,

Pasal 3
Pemabaran APLD sebapamana dunakesud dadinn 1

b bdhirmet lebih lanjat didam Lavmpican 11 Peraturim Bupiati ini,

Pasal 4

Lannprran sebaganmana tersebut dhatas dalaam Pasal 2 dan Pasal 3 merapakan bagian vang tidalk terpisahkan dari Peraturan Bupan

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD vang ditetapkan dalam  Peraturan Bupati

Perubahan Anegaran Satuan Kero Perangkat Dacrah Tahun Angy

ini ditiangkan lebih lanjut dalaun Dokumen Pelaks
garan 2019,
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Pasal 6

Peraturan Bupati int mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetanuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupali ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Simalungun

Ditetapkan di ~ Pamatang Rava

pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI SIMALUNGUN,

—

J.R. SA 1
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